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Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf e, 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, dan Besarnya Biaya Penunjang OperasionaJ 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota 
ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Biaya Penunjang OperasionaJ Bupati dan Wakil 
Bupati Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat TI di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimnna 
telah diubnh beberapn kali, terakhir dengan Undnng­ 
Undang Nomor 9 Tuhun 2015 tentnng Perubnhnn Kedua 
Atas Undang-Undnng Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembnrnn 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Perat uran Pemerintnh Nomor I 09 Tnhun 2000 tentnng 
Keduduknn Keuangnn Kepaln Dnernh dan Wnkil h:epnln 
Daernh [Lernbarnn Nt'gnm Repubhk ln<lurll'siu Tnhu n :.WOO 
Nomor 210, Tm11hul111n Lc.•rnbamn Nt•gnm Rt'pul>lik 
lndoneaiu Nomor 110.!8); ,...-- 

Menimbang 

BUPATI BOLAANO MONOONDOW, 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANO MONOONDOW 

PROVINST SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLMNO MONOONDOW 

NOMOR / TAHUN 2021 

TENT ANO 

BIAYA PENUNJANO OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TAHUN ANGGARAN 2021 
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Pasal 3 

(1) Biaya . Penunj~g Operasional Bupati dan Wakil Bupati 
sebagaimana d1m~1ksud dalam Pasal 2, dibcrikan setiap bulan 
se?esar 1 /12 dan Rp400.0000.000,00 (empat ratus juta rupiah) 
yaitu Rp33.333:333,33 . at~u dibulatknn mcnjadi 
~p33.33~.000,00 (tig~ puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga 
nbu rupiah) dengan nncran sebagai berikut: 

BAB II 
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 

Pasal 2 
Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati 
diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati 
dan Wakil Bupati. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow. 

4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung 
pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow. 

5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 
Pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANO 
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKlL BUPATI TAHUN ANGOARAN 
2021. 

5. Peraturnn Pcmcrintah Nomor 12 Tnhun 20 I 9 tent~~~ 
Pcngclolaan Kcunngnn Dacrnh (Lcmhamn Negara Rcpu I 

lndoncsln Tnhun 2019 Nomor 42, Tnmhahnn Lcmhnrnn 
Ncgnrn Rcpublik lndoncsln Nomor 6322); 

6. Pcraturan Dnerah l<nhupnlcn Oolaong Mongonclow Nom~r 
11 Tahun 2020 tcntang /\nggarnn Pcnclupalan dan BclanJa 
Daerah l(al>upalcn Bolaang MongoncJow Tahun Anggaran 
2021 (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Bolaang MongoncJow 
Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lcmbaran Dacrah 
Kabupaten Bolaang MongoncJow Nomor I 1 ); 

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongonclow Nomor 50 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pcnclapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 
Anggaran 2021 (Serita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Tahun 2020 Nomor 50); 

Menetapkan 
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Pasal 6 
Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 
disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah khususnya 
berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan t,tap ~emperhatikan 
prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 5 
B_iaya Penunjang Operasion~ Bl:'pati dan .Wakil Bupati sebagaimana 
dunaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai bulan Januari 
Tahun 2021. 

Pasal 4 
Rincian Penggunaan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: 
a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiat.an 

koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, 
Pemerintah Negara lain, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa lain, 
masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalarn rangka 
mernbangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan 
lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil 
Bupati; 

b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan 
dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena 
kemiskinan, kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik 
sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; 

c. Biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pangarnanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati 
serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan 
konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas 
wilayah; dan 

d. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk 
membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian 
unt~k masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, 
seru, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan 
kesatuan dan pemberian aspirasi kepada orang dan/atau 
masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati di 
luar kegiatan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, huruf b dan 
hurufc. 

a. Bupati sebesar Rpl 9.999.800,00 (sembilan belas juta 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus 
rupiah) setiap bulan; dan 

b. Wakil Bupati sebesar Rp13.333.200,00 (tiga belas juta tiga 
ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah). 

(2) Biaya Penunjang Operasional sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan 
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus 
lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil 
Bupati. 

I 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR. .. / .. 

Diundangkan di Lolak 
pada tanggal rJ (J~llltfl.( 2021 
SEK.RETA S D ERAH 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow. 
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BAB 1II 

PENDANAAN 

Pasal 7 
Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil 
Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021. 


